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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

NOMOR 487 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN 

BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA 

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR 

TAHUN 2024 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan 

pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang 

perlu menunjuk Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi 

Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 

Tahun 2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang 

Penunjukan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi 

Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 

Tahun 2024. 

 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547);  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 902); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 494); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
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Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 

Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota 

Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 837); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 

2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Hibah diLingkungan Komisi 

Pemilhan Umum. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MAKASSAR 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 

 

 

 

Marini Abdullah 
 
 

 
 

    MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN NARASUMBER 

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN 

PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PEROLEHAN 

SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 

MAKASSAR TAHUN 2024 

KESATU : Menetapkan nama Narasumber pada Kegiatan Bimbingan 

Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta 

Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Menetapkan Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU yang besarnya sebagai berikut: 

1. Setingkat eselon I sebesar Rp1.400.000/jam/orang;  

2. Setingkat eselon II sebesar Rp1.000.000/jam/orang; dan 

3. Setingkat eselon III sebesar Rp900.000/jam/orang; 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota  

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal 20 November 2024 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR, 

 

ttd. 

 

ASRAR 


